BAB IV

PELAKSANAAN JAMINAN PENANGGUHAN PENAHANAN MENURUT

PASAL 35 PP NO. 27 TAHUN 1983 DALAM PERSPEKTIF FIQIH MURAFA’AH

A. Analisis Pelaksanaan Jaminan Penangguhan Penahanan Menurut Pasal 35 PP

No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP

Dalam perkembangan Hukum yang menjadi lebih manusiawi, maka
sistem dan cara pemeriksaan yang manusiawi dengan menghargai, menghormati
dan melaksanakan hak-hak manusia atau (system acquisitoir) dapat dikatakan
menjadi legitimasi terhadap adanya perlindungan HAM tersangka/terdakwa
yang secara tegas ada dalam Hukum acara pidana. Dengan legitimasi itu,
semakin terjamin pelaksanaan asas praduga tak bersalah (presumptiom of
innocence), bahkan secara khusus KUHAP menentukan pula dalam pasal 66
bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian . Justru
penyidik dan jaksa penuntut umum yang wajib membuktikan persangkaan
tindak pidana itu, apakah benar atau tidak dilakukan oleh tersangka atau
terdakwa. Walaupun ada pengakuan dari tersangka atau terdakwa sendiri, justru
itu pula yang harus dibuktikan oleh penyidik atau penuntut umum dengan

mencari alat-alat bukti lainnya.65

8 Nikolas Simanjuntak, Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum, (Jakarta : Ghalia
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Dengan adanya asas praduga tak bersalah yang dianut oleh KUHAP dan
juga discbut dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang
kekuasaan kehakiman, dan juga dalam penjelasan umum yang berbunyi “Setiap
orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan dimuka
sidang Pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan

Pengadilan yang menyatakan kesalahanya dan memperolah kekuatan Hukum

tetap”.5

Diantara berbagai hak tersangka salah satunya diatur dalam pasal 31
Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981, yang menyatakan bahwa : atas
permintaaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau
Hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan
penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang,
berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan (wajib lapor, tidak keluar rumah atau
kota). Didalam PP No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP  diatur
tentang jaminan penangguhan pcnahanan, pasal 35 menyatakan “ uang jaminan
penangguhan penahanan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai
dengan tingkat pemeriksaan, disimpan di Panitera Pengadilan Negeri, apabila
tersangka atau terdakwa melarikan diri dan sctelah lewat tiga bulan tersangka
tidak ditemukan maka uang jaminan tersebut menjadi milik Negara dan disetor

ke Kas Negara™. Pasal 36 menyatakan “Dalam hal jaminan itu adalah orang, dan

% A. Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 14
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tersangka atau terdakwa melarikan diri maka setelah lewat tiga bulan tidak
ditemukan, penjamin diwajibkan membayar uang yang jumlahnya telah
ditetapkan olch pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan,
apabila penjamin tidak dapat membayar uang yang dimaksud maka juru sita
menyita barang miliknya dan dijual lelang dan hasilnya disetor ke Kas Negara
melalui Panitera Pengadilan Negeri”.

Dengan adanya jaminan penangguhan penahanan, bertujuan agar
terdakwa atau tersangka tidak melarikan diri dengan beban jaminan uang atau
jaminan orang. jaminan penangguhan penahanan juga mempunyai tujuan yang
baik yaitu agar supaya kebebasan bergerak tersangka tidak terbelenggu dengan

adaya penahanan, serta penerapan asas praduga tak bersalah terhadap

tersangka/terdakwa.

Analisis Figih Murafa’ah Terhadap Pelaksanaan Jaminan Penangguhan
Penahanan Menurut Pasal 35 PP No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan
KUHAP.

Didalam (Figih Murafa’al) Hukum acara Peradilan [slam tidak terdapat
dalil yang cksplisit yang membahas tentang pelaksanaan jaminan penangguhan
penahanan. Akan tetapi ada beberapa persamaan asas-asas serta tujuan yang
dianut Hukum Peradilan Islam dengan asas-asas serta tujuah yang ada dalam

KUHAP. Asas-asas dalam Peradilan Islam antara lain sebagai berikut : (1) Asas



57

legalitas, asas ini tercermin dalam ungkapan bahasa latin yang menyatakan
nullum delektum poena sine praevia lege poenali, (tiada delik tiada hukuman,
sebelum ada ketentuan terlebih dahulu). (2) Asas praduga tak bersalah menurut
asas ini semua perbuatan dianggap boleh. Sehingga setiap orang dianggap tidak
bersalah untuk suatu perbuatan jahat, kecuali dibuktikan kesalahannya pada
suatu kejahatan tanpa adanya keraguan. (3) Tidak sahnya hukuman karena
keraguan , asas ini berkaiatan erat dengan asan praduga tak bersalah, karena
Hukum akan batal karena ada keraguan ketika penyidik penuntut umum dan
Hakim didalam menuduh sesecorang melakukan tindak pidana. (4) Asas tidak
berlaku surut, asas ini melarang berlakunya Hukum pidana ke belekang, kepada
perbuatan yang belum ada aturannya, Hukum pidana harus berjalan kedepan. (5)
Asas persamaan dihadapan Hukum, Persamaan dihadapan Hukum tidak hanya
menjadi jargon saja dalam sejalah politik Islam, tetapi benar-benar
direalisasikan oleh Nabi Muhammad dan sahabatnya masih hidup. Begitu juga
dalam sistem demokrasi, persamaan dihadapan Hukum merupakan bagian dari
prinsip yang harus ditegakkan untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan
bermasyatrakat dan bernegara.”’

Tujuan Hukuman dalam Islam (Magashid al-Syari’ah) adalah sebagai
berikut: (1) Memelihara Agama (Hifdz al-Din) Agama adalah sessuatu yang

harus dimiliki manusia supaya tcrangkat derajat dan martabatnya dibandingkan

6 Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam Penegkan Syari’at Dalam Wacana Agenda,
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dengan makhluk lain. Pengakuan iman, pengucapan dua kalimat shahadat,
pelaksanaan ibadah puasa, haji dan mempertahankan Agidah Islam merupakan
aplikasi dalam memelihara Agama. (2) Memelihara Jiwa (Hifdz Nafs) Untuk
tujuan memelihar jiwa Islam melarang pembunuhan, penganiayaan dan pelaku
pembunuhan diancam dengan Hukuman gishaash. (3) Memelihara Akal (Hifdz
Al-‘Aq)) Yang membedakan manusia dengan makhluk lain adalah, pertama,
manusia dijadikan dalam bentuk yang paling baik dibanding makhluk yang lain,
kedua, manusia dianugrahkan oleh Allah sebuah Akal. Oleh karena itu Akal
perlu dipelihara, dan yang merusak Akal perlu dilarang seperti meminum
minuman kcras. (4) Memelihara Keturunan (Hifdz al-Nas) untuk memelihara
keturunan, maka Islam mengatur tata cara pernikahan dan melarang perzinahan
serta perbuatan lain yang mengarah kepada perzinahan. (5) Memelihara Harta
Benda dan Kehormatan (Hifdz al-Mal wa al-Irdh) aplikasi pemeliharaan harta
antara lain adalah pengakuan hak pribadi, pengaturan mu’amalah seperti jual
beli, sewa menyewa gadai dan scbagainya. Selanjutnya pemeliharaan
kehormatan antara lain larangan menghina orang lain, ancaman hukuman bagi
penuduh zina (gadzaf). Sifat tamak pada diri manusia menyebabkan manusia

menghalalkan segala cara agar dapat memiliki apa yang diinginkan serta

larangan mencuri.®®

¢ Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Is/am, ( Jakarta : Bumi Aksara, 1992), 67
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Hukum Islam ingin mewujudkan kebaikan hidup yang hakiki,
kepentingan hidup manusia harus diperhatikan. Adapun kepentingan-
kepentingan hidup manusia dapat dibagi menjadi tiga macam, vyaitu:
kepentingan primer (al-dharuriyah), kepentingan sekunder (al-hajiyah), dan
kepentingan tersier atau kepentingan pelengkap, (al-taksiniyat atau al-
kamaliat). Tujuan dharuriyat (primer) adalah segala sesuatu yang harus ada
demi tegaknya kehidupan manusia baik dalam bidang keagamaan dan dunia.
Dalam bidang pidana yang mencakup amar ma’ruf nahi munkar menunjukkan
pemeliharaan hukum yang bersifat primer. Tujuan Hajiyah (sekunder)
merupakan segala sesuatu yang dihajati oleh manusia agar terhindar dari
kesulitan dalam hidup atau masyaqgah. dalam pidang pidana yaitu adanya denda
(diyat) dalam proses pembuktian dan sanksi Hukum bagi pelaku tindak pidana.
Tujuan fahsiniyat (tersier) adalah melakukan sesuatu yang layak dan pantas
menurut adat istiadat yang baik, yang mana hal ini tercakup dalam makarimul
akhlag.”

Sedangkan asas-asas yang dianut oleh KUHAP adalah sebagai berikut :
(1) Perlakuan yang sama didepan Hukum atau gelijkheid van icder voor de wet.
Ini berarti bahwa Hukum acara pidana kita tidak mengenal apa yang disebut
forum privile giantum atau perlakuan yang bersifat khusus bagi pelaku-pelaku

tertentu dari suatu tindak pidana, olch karena harus dipandang sebagai

“ Hasby Ash-Shiddiqi, Filsafar Hukum Islam , (Jakrata : Bulan Bintang, 1993), 191
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mempunyai sifat-sifat yang lain dari pada sifat-sifat yang dimilki oleh rakyat
pada umumnya. (2) Larangan untuk main Hakim sendiri ataupun juga dikenal
sebagai asas verbod van eigen rechting. Termasuk pula pengertian main Hakim
sendiri, yaitu menyelesaikan akibat Hukum suatu tindak pidana tidak melalui
proses Pengadilan. (3) Sikap Hakim yang pasif dalam proses penuntutan
menurut Hukum pidana atau menurut bahasa Latin juga dikenal sebagai asas
iudex ne procedat ex officio. Asas ini menyatakan bahwa Hakim itu harus
bersifat menunggu sampai pejabat yang berwenag melakukan penuntutan, yakni
penuntut umum telah mengajukan suatu perkara kepadanya untuk diadili. Orang
jerman mengatakan bahwa “ Wo kein Klager ist, ist kein richter’, yang artinya
dimana tidak ada penuntutan, maka tidak ada pekerjaan yang harus dilakukan
oleh Hakim. (4) Ketcrbukaan suatu proses Peradilan atau openbaar heid van het
process, yang artinya adalah bahwa putusan Pengadilan itu selalu harus
diucapkan didalam sidang Pengadilan yang terbuka untuk umum, ataupun sering
dikatakan bahwa putusan dari Pengadilan itu harus dilaksanakan mef open
deuren atau dengan tintu-pintu terbuka, kecuali dalam hal-hal tertentu seperti
yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. (5) Kebebasan Hakim dalam
mengadili suatu perkara pidana atau onafhankelijkheid der rechterlijke macht,
schingga sama sekali tidak boleh terjadi bahwa dalam mengadili suatu perkara
pidana itu Hakim mendapat tckanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun,

baik dari individu maupun penguasa. (6) Asas oportunitas atau
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oportutuniteitsbeginsel, dimana kepada jaksa itu diberi suatu kewenangan untuk
mengesampingkan perkara, dalam arti tidak mengajukan suatu perkara untuk
diadili oleh Pengadilan, yakni apabila kepentingan umum atau kepentingan
Hukum itu telah menghentikan demikian. (7) Asas legalitas atau
legaliteitsbeginsel, yang menghendaki agar semua pelaku tindak pidana itu,
tanpa kecuali harus dituntut menurut Undang-Undang pidana yang berlaku dan
diajukan kePengadilan untuk diadili. (8) Asas praduga tak bersalah atau juga
dikenal dengan asas presemtion of innocence, yang menyatakan bahwa seorang
terdakwah itu harus dianggap tidak bersalah, yaitu sebelum kesalahannya itu
dinyatakan sebagai terbukti oleh Pengadilan dan putusan Pengadilan yang
menyatakan demikian itu telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap atau
mempunyai suatu kracht van gewijsde.”’

Adapun tujuan Hukum pidana yang terkandung dalam KUHAP adalah :
(1) Meningkatkan kesadaran Hukum masyarakat, (2) Meningkatkan pembinaan
sikap para pelaksana penegak Hukum, (3) Menegakkan Hukum dan keadilan, (4)
Melindungi harkat dan martabat manusia, (5) Menegakkan ketertiban dan
kepastian Hukum.”'

Dengan adanya beberapa persamaan asas-asas yang dianut dalam Hukum

acara Peradilan Islam dengan asas-asas yang ada dalam KUHAP seperti asas,

™ Harun, M. Husein, Pen iyidikan Dan Penunntutan Dalam Proses Pidana, (Jakarta : Renika
Cipta, 1991), 37-39
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legalitas, asas praduga tak bersalah, asas persamaan dihadapan Hukum, asas
tidak berlaku surut. Serta adanya persamaan tujuan yang ada dalam Hukum
Islam dengan tujuan yang ada dalam KUHAP yaitu sama-sama mempunyai
nilai mendatangkan kebaikan dan menghilangkan kerusakan, dalam Islam
hukumnya boleh dan harus ditegakkan. Dengan kata lain Hukum itu harus
diterapkan untuk memaksimalkan kebaikan dan meminimumkan kerugian bagi
tersangka. Pelaksanaan jaminan penangguhan penahanan disini adalah dimaksud
untuk mencapai sebuah kemaslahatan, yakni agar tersangka/terdakwa tidak
terbelenggu hak kebebasan bergeraknya dengan adanya penahanan (kerusakan
jiwa) dan mendatangkan kebaikan bagi tersangka. Dalam Hukum acara
Peradilan Islam (fiqih Murafa’ah) pelaksanaan jaminan penangguhan penahanan
tidak terdapat prosedur pelaksanaannya tetapi jaminan penangguhan penahanan
adalah merupakan hukuman ¢a’zir, yaitu hukuman yang tidak tercantum dalam
nash al-Qur’an dan al-Sunnah secara pasti dan terperinci, dan hukuman fa’ziritu
diserahkan kepada pemerintah. Sedangkan menurut Hukum positif hukuman itu
harus tercantum dalam Undang-Undang, akan tetapi apabila dipelajari dengan
teliti maka dapat juga kita temui persesuaiannya terutama dalam garis besarnya
yaitu hukuman fa’zir yang dimaksud adalah untuk mencegah kerusakan dan
menolak timbulnya bahaya.

Jadi pemberian jaminan penangguhan penahanan yaitu merupakan

hukuman fa°ziryang diberikan oleh pemerintah kepada tersangka/terdakwa serta
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merupakan bentuk penerapan asas praduga tak bersalah, yang juga dianut oleh
KUHAP dan Hukum Peradilan Islam. Sedangkan tujuan Hukum acara pidana
adalah untuk memberi perlindungan terhadap harkat martabat manusia,
penegakan Hukum serta menciptakan ketertiban umum, itu sejalan dengan
tujuan pemidanaan dalam Islam yang intinya mencakup untuk memelihara
agama (hifz al-din), memelihara akal (47/z al-aql), memelihara jiwa (hifz al-nafs)

memelihara harta (4ifz al-mal), dan memelihara keturunan )Hifdz al-Nas).”*

" Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam, ( Jakarta : Bumi Aksara, 1992), 67



